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PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KELUA

Abstrak : - bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal  55  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 42 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kelua.

- Dasar  Hukum  Peraturan  ini  adalah  UUD  Tahun  1945;  UU  No.  27  Tahun  1959 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU 
No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 
12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 
Tahun 2022;  UU No.  23  Tahun 2014 sebagaimana telah  beberapa kali  diubah, 
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021;  
PERMENDAGRI  No.  80  Tahun  2015  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021; 
PERMEN ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021; PERMEN ATR/Kepala BPN No. 14 
Tahun 2021; PERMEN ATR/Kepala BPN No. 15 Tahun 2021; PERDA Prov. Kalimantan 
Selatan No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 03 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang wilayah perencanaan, tujuan penataan 
wilayah  perencanaan,  rencana  Struktur  Ruang,  rencana  Pola  Ruang,  ketentuan 
Pemanfaatan Ruang,  Peraturan Zonasi,  Kelembagaan dan Pendanaan.  Delineasi 
Wilayah  Perencanaan  Kawasan  Perkotaan  Kelua  ditetapkan  berdasarkan  aspek 
fungsional  dan/atau  administrasi  sebagai  WP  III  dengan  luas  1.918,74  (seribu 
sembilan ratus delapan belas koma tujuh empat) hektare.

 Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2025 dan 
ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025.


